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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis sampai 

pada kesimpulan sebagai berikut: 

 Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional merupakan hak yang 

diberikan kepada Nelayan Tradisional negara tetangga untuk melakukan 

penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu 

berdasarkan perjanjian bilateral. Pengakuan terhadap hak tersebut 

diakomodir di dalam Bab IV Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982. 

Namun demikian, UNCLOS 1982 hanya mengatur secara sekilas mengenai 

hak ini. Adapun ketentuan yang teknis mengenai hak tersebut, seperti 

sumberdaya ikan apa saja yang boleh ditangkap, dimana kegiatan 

penangkapan (fishing ground) harus dilakukan, dan lain sebagainya harus 

diatur lebih lanjut di dalam perjanjian bilateral kedua negara.  

 Secara Karakteristik, Hak Penangkapan Ikan secara Tradisional 

yang dijelaskan dalam Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan 

Negara-negara yang berbatasan langsung wilayah lautnya, baik yang 

dituangkan dalam MoU Box Indonesia dengan Australia, perjanjian 

Indonesia dengan Papua Nugini, serta Perjanjian Bilateral Indonesia 

dengan Malaysia untuk mengatur hak-hak Nelayan Tradisional belum bias 

mengakomodir kepentingan mendasar Nelayan Tradisonal Indonesia. 
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Masih begitu banyak multi tafsir dan batasan-batasan yang dibuat oleh 

pihak yang berkepetingan dengan tidak melihat realita yang ada sekarang. 

 

B. Saran 

Karakteristik tradisional dari pengakuan hak penangkapan ikan 

secara tradisional alangkah lebih baiknya diatur dalam kerangka hukum 

laut internasional. Tanpa mengurangi kedaulatan negara dan kebebasan 

berkontrak dari negara-negara yang memiliki praktek penangkapan ikan 

secara tradisional, pengaturan karakteristik tradisional dari pengakuan hak 

penangkapan ikan secara tradisional dapat berfungsi sebagai acuan baku 

dari pengakuan hak penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan 

tradisional. 

Negara-negara yang memiliki dan mengakui praktek penangkapan 

ikan secara tradisional, termasuk Indonesia dan Australia, sepatutnya 

mengatur perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional atas 

penangkapan ikan secara tradisional. Berdasarkan asas good faith, negara-

negara yang membuat perjanjian bilateral/perjanjian internasional lainnya 

sepatutnya memasukan klausula perlindungan hukum dalam hal akses atas 

wilayah penangkapan ikan secara tradisional dan penggunaan metode yang 

sesuai dengan karakteristik nelayan tradisional untuk memberikan jaminan 

atas kepentingan nelayan tradisional. 

Selanjutnya membuat peraturan pelaksana sekaligus prosedur yang 

khusus mengenai Nelayan Tradisional. Peraturan teknis tersebut tersebut 



 

 

107 

 

harus termasuk, tetapi tidak terbatas pada area dimana penangkapan ikan 

dilaksanakan, waktu penangkapan ikan yang diperbolehkan, jenis spesies, 

usia, berat, panjang, dan kuantitas ikan yang dapat diambil oleh kapal 

nelayan asing, didaratkan di pelabuhan mana atau melalui antar-kapal, cara 

penangkapan ikan, tipe, ukuran, dan jumlah peralatan penangkapan ikan 

yang digunakan oleh kapal penangkap ikan asing dan kapan peralatan 

tersebut tidak digunakan, dan lain sebagainya.  
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